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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan berjudul" Analisis Hukum Islam
Terhadap Akad Proliman Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ". Untuk menjawab pertanyaan : Bagaimanakah
proses terjadinya akad proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap
akad proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
verifikatif, yaitu suatu metode yang memberikan gambaran dan memberikan
penilaian terhadap suatu fenomena dari suatu keadaan yakni tentang transaksi akad
proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro. Kemudian dalam menjelaskannya menggunakan pola pikir logika
induktif, yaitu dengan melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut, selanjutnya
dianalisis dengan hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad proliman terhadap pengairan
sawah yang terjadi di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
merupakan al-umur al-hajiyah, yakni hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia
sebagai usaha untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.
Akad proliman boleh dilakukan, karena kebutuhan akan adanya air dalam bercocok
tanam sangat vital dan merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada tempat
darurat.

Pendapat tokoh agama dan sebagian masyarakat bahwa akad proliman
disamakan dengan akad musagah atau akad siraman, tidak dapat dibenarkan. Karena
fakta pelaksanaan akad proliman dilapangan tidak sesuai dengan akad musaqgah.
Setelah mencermati, akad proliman di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro merupakan akad musyarakah, yakni musyarakah Inan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa
melakukan akan proliman belajar memahami hukum-hukum bermuamalah, agar
tidak terjadi kerancauan antara akad musagah dan musyarakah. Dan kepada peneliti
selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-permasalahan yang
terjadi di masyarakat, karena banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas
menyimpang dari koridor hukum Islam, namun masih dipraktekkan dalam
masyarakat. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk memberikan
jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

Vi
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tuhan yang maha pencipta, menciptakan manusia sebagai makhluk sosial.
Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan setiap harinya, manusia tidak dapat
melakukannya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia yang lainnya. Allah
SWT telah memberikan banyak penjelasan tentang tata cara dan aturan-aturan

berinteraksi kepada manusia melalui al-Qur’an dan sunnah-sunnah Rasul-Nya.

Lahirnya agama Islam dimuka bumi yang dibawa Nabi Muhammad Saw,
diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir
dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana
seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih

bermakna dalam arti seluas-luasnya.'

Islam merupakan agama yang paling sempurna, di dalamnya telah banyak
tercakup berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun di

akhirat. Islam juga mengajarkan pada umatnya untuk saling tolong menolong

! Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 1



antara sesama manusia. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam surat

al-Maidah ayat : 2, sebagai berikut :

Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan
dan tagwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa
dan pelanggaran.”(QS. al-Maidah : 2)*

Sesuai dengan ayat diatas, manusia dianjurkan untuk saling tolong
menolong dalam masalah kebaikan. Dalam kehidupan bermasyarakat tolong
menolong merupakan salah satu cara manusia untuk melakukan interaksi dengan
manusia lainnya, terutama dalam masalah pemenuhan kebutuhan dan
terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Islam sebagai
landasan hukum serta pedoman bagi umat manusia, juga mengatur berbagai

macam aturan yang terkait dengan interaksi sesama manusia.

Dalam figh Islam, aturan-aturan berinteraksi sesama manusia dikenal
dengan istilah muamalah yaitu aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur
manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.’ Pada

dasarnya objek muamalah dalam Islam mempunyai berbagai macam bidang

? Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, h. 85
3 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 2



yang luas, al-Qur’an dan as-Sunnah secara garis besar telah banyak

membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global.

Perkembangan jenis dan bentuk muamalah dari masa ke masa senantiasa
berjalan mengikuti perkembangan zaman, pentingnya akan pemenuhan
kebutuhan yang disertai oleh pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan turut
berperan dalam mempengaruhi perkembangan jenis dan bentuk muamalah.
Dalam hukum Islam, muamalah mempunyai macam-macam jenis diantaranya

musaqah dan musyarakah (syirkah).

Musaqah diambil dari kata al-saga, yaitu seseorang yang bekerja pada
pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya untuk memperoleh
kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang dikerjakan
sebagai imbalan.* Dari beberapa pendapat yang dikemukakan para ulama’ dapat
difahami a/-musaqgah ialah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara

pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.’

Dasar hukum yang membolehkan musaqah dalam hadis adalah

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

* Ibid., h. 145
5 Ibid, h. 148



Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. berkata @ bahwa Rasul menyerahkan
ladangnya kepada penduduk Khaibar yang berupa buah dan biji-
bijian.”(H.R. Imam Muslim).°®

Dalam hadis yang lain Imam Bukhari meriwayatkan :

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Anshar pernah berkata kepada
Nabi saw :@ “Bagilah antara kami dan saudara kami kurma’,
Rasul menjawab : “Tidak’, lalu mereka berkata : “Biarkanlah
urusan pembiayaan kepada kami, dan kami bersama kamu
bersekutu dan memperoleh buah’, mereka berkata :@ ‘“kami
dengar dan kami patuh.”(H.R. Imam Bukhari).’

Sedangkan musyarakah (syirkah) menurut bahasa berarti al-ikhtilat yang
artinya campur atau percampuran.’ Apabila menurut beberapa pendapat para
ulama’ dapat difahami yang dimaksud dengan syirkah adalah kerja sama antara
dua orang atau lebih dalam berusaha, yang mana keuntungan dan kerugiannya

ditanggung bersama.’

% Imam Hafidz Abi Husain Muslim, Sahih Muslim, h. 760
" Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, h. 67

8 Hendi Suhendi, Figh Muamalah, h. 125

? Ibid, h. 127



Adapun yang dijadikan dasar hukum kebolehan syirkah oleh para ulama’
adalah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Saw,

yaitu :

Artinya : “Dari Abu Hurairah yang dirafa’kan kepada Nabi Saw, bahwa
Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman,
“Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama
salah seorang dari keduanya tidak menghianati temannya, aku
akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang
menghianatinya’”. (H.R. Abu Dawud dan Hakim yang
menyahihkan sanadnya).'’

Sebagian besar pada umumnya penduduk Indonesia bermata pencaharian
pertanian, khususnya masyarakat Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro. Pertanian merupakan salah satu rizki yang diberikan Allah bagi
manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung kelangsungan hidupnya.
Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk mencari dan menggunakan
rizki yang halal sepanjang masa, selagi tidak melanggar norma-norma agama.

Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat : 172.

10 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi dawud Juz IT, h. 462



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rizki yang
baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada
Allah, jika benar-benar hanya kepada Allah kamu menyembah.”
(QS. al-Bagarah : 172)."

Berdasarkan ayat diatas, dengan jelas Allah telah menyediakan segala
sesuatu keperluan yang dibutuhkan manusia demi menjaga kelangsungan
hidupnya baik yang berupa material atau immaterial. Bentuk penggunaan rizki
yang Allah berikan sangat bermacam-macam, oleh karena itu manusia dilarang
untuk mengambilnya dengan cara-cara yang melanggar aturan agama. Banyak
aturan yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan as-Sunnah diantaranya
membahas masalah aturan perikatan, perdagangan, pinjam meminjam, sewa

menyewa, kerja sama dan lain sebagainya.

Dalam ayat lain disebutkan mengenai bolehnya melakukan perikatan,

sebagaimana firman-Nya dalam surat Sad ayat : 24.

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat (bercampur) setengah mereka berbuat dhalim kepada

" Departemen Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemah, h. 42



sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh.”(QS. Sad : 24)."

Ayat diatas telah memberikan gambaran, bahwa dalam melakukan
perikatan, manusia tidak boleh melakukan kecurangan atau berbuat zalim
kepada sesamanya. Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,
mayoritas penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup mengandalkan
bidang pertanian atau bercocok tanam, masyarakat yang tidak mempunyai
sawah sendiri, mereka bekerja sebagai buruh tani atau mengerjakan lahan milik

orang lain.

Beberapa tahun terakhir ini, masyarakat Desa Beged mengalami kemajuan
dalam pengairan sawah, yang semula hanya mengandalkan air fadah hujan,
sekarang sudah tersedia air irigasi untuk memenuhi kebutuhan air dalam
bercocok tanam khususnya tanaman padi. Berawal dari hal tersebut, muncul
suatu kerja sama atas lahan pertanian yang dikenal dengan istilah akad

proliman.

Akad proliman merupakan istilah kesepakatan kerja sama yang terjadi
antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola pengairan/irigasi sawah
untuk melakukan kerja sama."” Dalam praktek akad proliman yang terjadi di

masyarakat Desa Beged masih menggunakan cara-cara tradisional, masyarakat

"? Ibid, h. 734
" Wawancara bersama dengan Bapak Fathur, Sarji, dan Syakur, 25 Juni 2009



masih menggunakan suatu model kepercayaan, saling mempercayai terhadap
terjalinnya akad proliman tersebut. Hal ini terbukti dalam praktek akad
proliman masih belum ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak

telah terjadi suatu kesepakatan.'*

Setelah akad proliman disepakati secara lisan oleh masyarakat, maka
muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani
mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi dan berkewajiban
memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi,
sedangkan pengelola irigasi mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen
masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban memberikan air

pada sawah masyarakat petani.'’

Berangkat dari hal tersebut, tokoh agama dan masyarakat Desa Beged
beranggapan bahwa akad pro/iman merupakan akad musaqah. Yakni akad
siraman yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw. Setelah mengkaji
tentang proses pelaksanaan sampai berakhirnya kerjasama tersebut. Penulis
menemukan adanya masalah dalam praktek pelaksanaan akad proliman yang
disamakan dengan akad musaqah atau siraman. Untuk itulah model kerja sama
akad proliman perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi prosesnya maupun

segi analisis hukum Islamnya.

'* Wawancara dengan Bapak Koermaini, 07 Juli 2009
"> Wawancara dengan Bapak Kundari dan Bapak Lasimin, 15 Juli 2009



Sehingga pada penelitian ini penulis memilih judul “Analisis Hukum Islam
Terhadap Akad Proliman Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro™ .

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses terjadinya akad pro/iman dalam pengairan sawah di

Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ?

2. Bagaimanakah analisis Hukum Islam terhadap akad pro/iman dalam

pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

?
Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran
hubungan topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan
oleh penelitian sebelumnya schingga tidak ada pengulangan.'® Dalam
penelusuran awal sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau

tulisan secara spesifik mengkaji tentang akad proliman dalam pengairan sawah.

' Abuddin Nata, Metodologi Studi Islam, h. 135
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Namun ada penelitian mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya yang ditulis oleh Luluk Maslukha dengan judul 7injauan
Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di Desa
Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik'" penelitian tersebut pada
intinya membahas tentang aturan penjualan air sumur bor dan ditinjau dari segi
Hukum Islam. Dengan hasil, bahwa penjualan air sumur bor tersebut merupakan

jual beli yang sah untuk kemaslahatan bersama dalam pemenuhan air bersih.

Hasil penelitian yang ditulis saudari Endang Wulansari dengan judul
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah
Dengan Air Sumur Sistem Perseroan Di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban
Kabupaten Blora"® penelitian tersebut pada intinya membahas tentang transaksi
jual beli air sumur sawah dengan sistem perseroan. Dengan hasil, bahwa akad
jual beli air sumur sawah dengan sistem perseroan merupakan adat kebiasaan

warga setempat selama masa tanam hingga panen dan termasuk jual beli yang

sahih.

Adapun dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan terhadap
transaksi akad proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang secara garis besar membahas tentang

" Luluk Maslukha, Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Penjualan Air Sumur Bor di

Desa Menganti Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Fakultas Syariah, 1999

'8 Endang Wulansari, 7injavan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Pengairan Sawah

Dengan Air Sumur Sistem Perseroan di Desa Gondel Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora,
Fakultas Syariah, 2008
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pelaksanaan perjanjian akad proliman, yang mana dalam perjanjian ini bagi
hasilnya menggunakan sistem satu dari seperlima hasil tanaman panen di sawah
bagian pengelola irigasi dan empat dari seperlima tanaman panen di sawah
bagian petani. Dan juga, tentang pandangan sebagian masyarakat dan tokoh
agama di Desa tersebut yang mengatakan, bahwa akad pro/iman disamakan

dengan musaqah atau akad siraman.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan

masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah proses terjadinya akad proliman dalam
pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten

Bojonegoro.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis hukum Islam terhadap akad
proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sekurang-

kurangnya untuk dua aspek, yaitu :

1. Dari segi teoritis

a.

Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu
pengetahuan  dalam  arti ~ membangun,  memperkuat  dan

menyempurnakan teori yang telah ada.

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas
syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada

khususnya.

2. Dari segi praktis

a.

Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai perbandingan bagi

peneliti berikutnya dalam membuat penelitian yang lebih sempurna.

Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat
dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah kerja sama
dalam bidang pertanian, agar masyarakat mampu memahami dengan
jelas tentang aturan-aturan kerja sama dalam bidang pertanian, untuk

menghindari terjadinya sengketa dimasa yang akan datang.
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F. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pro/iman
Dalam Pengairan Sawah Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro.” Agar tidak terjadi salah penafsiran dalam memahami arti dan
maksud judul skripsi ini, maka penulis perlu memberikan penjelasan istilah yang

terdapat dalam skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai

berikut :

1. Analisis : Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya.'” Dalam penelitian ini penulis
menyelidiki dan menganalisa akad proliman yang terjadi
di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro.

2. Hukum Islam : Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan

berdasarkan syariat Islam.** Dalam penelitian ini penulis
memberikan makna hukum Islam dengan figh, karena
bermakna hukum-hukum yang dipetik dan merupakan
interpretasi dari Kitabullah dan Sunnaturrasul dengan

jalan menggunakan ijtihad (istinbaf).*' Yang terkait

' Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 32
0 Tim Media, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, h. 261
! Teungku Muhammad Hasbi As-Siddieqy, Pengantar Hukum Islam, h. 11
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dengan pembahasan konsep akad, musaqah dan

musyarakah.

3. Akad Proliman : Istilah kesepakatan yang terjadi antara pihak
pemilik/pengelola pengairan/irigasi sawah dengan pihak
masyarakat petani Desa Beged Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan kerjasama dalam
bidang pertanian, dengan Dbagi hasil seperlima
(proliman/parolimo) untuk pihak pengelola irigasi sawah.
Sebagian masyarakat dan tokoh agama Desa Beged
berpendapat bahwa, akad proliman disamakan dengan

akad musaqah atau akad siraman.”

4. Pengairan Sawah : Pekerjaan yang bertalian dengan penyediaan air untuk
pertanian, di tanah yang digarap dan diairi untuk tempat

menanam.23

Sehingga maksud penelitian ini adalah meneliti tentang proses
pelaksanaan akad proliman dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, kemudian dilanjutkan untuk menganalisis

proses tersebut dalam sudut pandang hukum Islam.

2 Definisi ini diambil dari hasil wawancara dengan masyarakat Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

 Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Ketiga, h. 17, 1004
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G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Beged Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro.

2. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah
masyarakat Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang
melakukan akad proliman, khususnya pihak masyarakat petani dan pihak
pengelola irigasi sawah. Dan juga tokoh-tokoh masyarakat sebagai

informan.

3. Data Yang dikumpulkan

a. Data yang melatar belakangi akad proliman.

b. Data mengenai proses pelaksanaan akad proliman, yang meliputi :

1. Proses ijab-qabul.

2. Proses pelaksanaan pengairan sawah.

3. Proses pengukuran dan pembagian petak-petak sawah.
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4. Proses pengambilan hasil panen.
4. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, sumber data yang

dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data
dihasilkan dari sumber asli dilapangan, sebagai data utama yang
berkaitan langsung dengan objek penelitian.** Data tersebut meliputi :
sumber data hasil wawancara dengan pihak masyarakat petani sejumlah
25 (dua puluh lima) orang dan sumber data hasil wawancara dengan
pihak pengelola pengairan/irigasi sejumlah 3 (tiga) orang, yang terkait
pelaksanaan akad pro/iman di Desa Beged Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro, yang keduanya disebut sebagai responden.
b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yang diperoleh
dari sumber sesudah sumber data primer.”> Data sekunder pada penelitian
ini diperoleh dari pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dengan

objek penelitian, namun mereka mengetahui tentang adanya praktek

* Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, h. 129
* Ibid., h. 129
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akad proliman tersebut. Sumber data tersebut diantaranya sumber data
hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan sumber data hasil
wawancara dengan tokoh agama Desa Beged Kecamatan Kalitidu

Kabupaten Bojonegoro, yang kemudian disebut sebagai informan.
5. Populasi dan Sampel

Keseluruhan subyek penelitian adalah populasi. Apabila seseorang
ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka
penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga

disebut studi populasi atau studi sensus.”

Apabila hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitiannya
disebut penelitian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang
diteliti. Disebut  penelitian sampel apabila bermaksud untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah
mengangkat kesimpulan penelitian sampel sebagai suatu yang berlaku bagi

populasi.”’

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 227 orang. Terdiri atas pihak

yang mengelola irigasi 3 orang dan pihak masyarakat petani 224 orang.

%6 Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktek , h. 130
*Ibid., h. 131
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Adapun sampel yang diambil adalah 12,33 % dari jumlah populasi atau

12,33 % dari 227 yaitu 28 orang.
6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah

sebagai berikut :
a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk
menghimpun data penelitian, melalui pengamatan secara langung pada

objek yang diteliti.*®
b. Interview/wawancara

Interview/wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk
tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara
pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan
atau tanpa menggunakan alat interview guide (panduan wawancara).”’
Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada masyarakat petani,
pengelola irigasi dan tokoh-tokoh masyarakat. Dengan menggunakan dua
cara yaitu menggunakan alat panduan wawancara dan tanpa

menggunakan alat panduan wawancara.

**Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, h. 143
% N. Nasution, Metode Reseach : Penelitian Ilmiah, h. 131
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7. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data terkumpul, baik dari data primer maupun data
sekunder, maka dilakukan analisa data secara kualitatif dengan tahapan

sebagai berikut :
a. Organizing

Organizing adalah menyusun dan mensistematikan data yang

diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.
b. Coding

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan dan memeriksa

data yang relevan dengan tema penelitian agar lebih fungsional.*
c. Editing

Editing adalah pemeriksaan kembali data yang telah dikumpulkan
terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian, dan

keselarasan antara yang satu dengan yang lainnya.

d. Analizing

3% Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, h.126
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Analizing adalah menganalisis data-data yang diperoleh dengan
pengorganisasian data untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan

penelitian dalam analisis hukum Islam.

&. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu
suatu prosedur penelitian yang mengahasilkan data-data dengan
menggunakan metode wawancara mendalam dan juga observasi.’'
Selanjutnya data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis
menggunakan strategi deskriptif verifikatif, yaitu suatu metode yang
memberikan gambaran dan memberikan penilaian terhadap suatu fenomena
dari suatu keadaan yakni tentang transaksi akad proliman dalam pengairan

sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Adapun pola pikirnya menggunakan logika induktif, yaitu dengan
melihat fakta dan data hasil penelitian tersebut, kemudian dianalisis dengan

hukum Islam yang bersifat umum dan diakhiri dengan kesimpulan.

3! Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, h. 63
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H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan skripsi ini, dibagi menjadi lima bab.
Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan
untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya, sehingga dapat
dicapai sasaran yang sesuai dengan tujuan pembahasan dalam penulisan ini.

Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah, rumusan
masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi

operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : Konsepsi hukum Islam tentang akad, musaqah, musyarakah dan
magqasid syariah, yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat,
macam-macam musyarakah, pelaksanaan dan berakhirnya musaqah dan

musyarakah.

Bab III : Bab ini mengemukakan data penelitian, pertama menjelaskan
gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografis, keadaan
sosial ekonomi dan potensi sumber daya manusia. Kedua menjelaskan gambaran
akad proliman, yang meliputi pengertian akad proliman, latar belakang akad
proliman, pelaksanaan akad proliman yang memuat pelaksanaan ijab qabul,
pelaksanaan pengairan, pengukuran dan pembagian petak-petak sawah,

pengambilan hasil panen, dan berakhirnya akad pro/iman.
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Bab IV : Bab ini memaparkan hasil analisis dalam penelitian yaitu
Analisis Terhadap Proses Terjadinya Akad Proliman Di Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan Analisis Hukum Islam Terhadap Akad

Proliman Di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

Bab V : Penutup, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil
penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai degan permasalahan yang

ada.



BAB II

KONSEPSI HUKUM ISLAM TENTANG AKAD, MUSAQAH,

MUSYARAKAH (SYIRKAH) DAN MAQASID SYARIAH

AKAD
1. Definisi Akad
Dalam al-Qur'an ada dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian,
yaitu al-agdu (akad) dan a/-ahdu (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah

ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan ( ) maksudnya adalah menghimpun

atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang
lainnya, sehingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang
satu.!

Sedangkan menurut istilah para ahli hukum Islam (Jumhur viama’)
memberikan definisi akad sebagai pertalian antara 7jab dan gqabul yang
dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.?

Menurut Muhammad Hasbi as-Siddieqy, “akad itu suatu perbuatan
yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-

. 993
masing.

! Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 45
2 bid., h. 45

21
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Menurut Mustafa az-Zarqa, dalam pandangan syara’ suatu akad
merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak
yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau
keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam
hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan
dalam suatu pernyataan. Pernyataan itulah yang disebut dengan 7jab dan
gabul*

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan dapat dipahami bahwa
akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-
masing pihak terkait untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing
yang telah disepakati terlebih dahulu. Apabila salah satu atau kedua belah
pihak yang terkait dalam kontrak itu tidak dapat memenuhi kewajibannya,

maka mereka menerima sanksi seperti yang sudah disepakati dalam akad.

. Dasar Hukum Akad
Dasar hukum akad dalam al-Qur’an terdapat dalam surat Ali Imran ayat

76, yaitu :

3 Muhammad Hasbi As-Siddieqy, Pengantar Figih Muamalah, h. 28
4 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 102-103
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Artinya . “ Ya, siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah,
sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang tagwa.”
(QS. Ali Imran : 76).”

Dalam surat al-Maidah ayat 1, yaitu :

’

Artinya ;. ” Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu...’
(QS. Al-Ma’idah : 1).°

3. Rukun dan Syarat

Pendapat mengenai rukun perikatan atau sering disebut juga dengan
rukun akad dalam hukum Islam beraneka ragam di kalangan para ahli figih.
Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya sighat al-‘aqd,
yaitu ijab dan gabul. Sedangkan syarat akad adalah a/- ‘agidain (subjek akad),
dan mahallu al-‘aqd (objek akad). Alasannya adalah a/-‘agidain dan mahallu
al-‘agd bukan merupakan bagian dari fasarruf ‘ agd (perbuatan hukum akad),
karena kedua hal tersebut berada di luar perbuatan akad.”

Berbeda halnya dengan pendapat golongan Syafi’iyah termasuk Imam
Ghazali dan golongan Malikiyah, bahwa al-‘agidain dan mahallu al-‘agqd

termasuk rukun akad. Karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar

5 Departemen Agama RI, a/-Qur’an dan Terjemahannya, h. 60
6 |bid., h. 107
7M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, h. 104
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utama dalam tegaknya akad. Jumhur ulama’ berpendapat, bahwa rukun akad
adalah al- ‘agidain, mahallu al-‘agd, dan sighat al-‘agd®

Sedangkan menurut Hasbi as-Siddieqy, selain ketiga rukun akad
tersebut ada komponen lain yang harus dipenuhi untuk terbentuknya akad
yakni maudu’u al-‘agd (tujuan akad).”

Untuk melengkapi rukun tersebut diperlukan syarat umum suatu akad.

Adapun syarat akad menurut pendapat sebagian para ulama’ figih antara lain

.10

a. Pihak-pihak yang melakukan akad itu hendaknya cakap dalam
bertindak hukum (mukalaft).

b. Yang dijadikan objek akad diakui oleh syara’ yaitu berbentuk harta,
dimiliki seseorang dan bernilai harta, jika tidak maka akadnya tidak
sah.

c. Akad itu tidak dilarang oleh nash (ayat dan hadis), misalnya
mengadakan dua akad dalam satu transaksi.

d. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait
dengan akad yang dimaksud, artinya disamping memenuhi syarat-
syarat umum suatu akad, akad itu juga harus memenuhi syarat-syarat
khususnya.

e. Pernyataan 7jab tetap utuh sampai terjadinya gabul/ dan dilakukan
dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses

suatu transaksi.

8 Gemala Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 50
9 Muhammad Hasbi As-Siddieqy, Pengantar Figih Muamalah, h. 33
10 Nasrun Haroen, Figh Muamalah, h. 101-104
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f.  Tujuan akad itu jelas dan diakui oleh syara’, tujuan akad ini terkait erat

dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan.

B. MUSAQAH
1. Definisi Musaqah
Musaqah diambil dari kata a/-saga, yaitu seseorang yang bekerja pada
pohon anggur (famar) atau pohon-pohon lainnya supaya mendatangkan
kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus
sebagai imbalan'',
Sementara menurut para ulama’ musaqah didefinisikan sebagai berikut:

a. Menurut Abdurrahman al-Jaziri musaqah adalah :'?

Artinya : “Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian)
dan yang lainnya dengan akad-akad tertentu’.

b. Menurut Syafi’iyah yang dimaksud musaqah adalah :"°

Artinya : “Memberikan pekerjaan orang yang memiliki pohon tamar,
dan anggur kepada orang lain untuk kesenangan keduanya
dengan menyiram, memelihara, dan menjaganya, serta pekerja

11 Hendi Suhendi, Figih Muamalah, h. 145
12 Abdurrahman al-Jaziri, Figh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah, Juz 111, h. 21
" Ibid, h. 27
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memperoleh bagian tertentu dari buah-buah yang dihasilkan
pohon tersebut”.

c¢. Menurut Hanabilah,'* musaqah mencakup dua masalah yaitu:

1) Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami seperti pohon anggur,
kurma dan, yang lainnya, baginya ada buahnya yang sebagai bagian
tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau
setengahnya.

2) Seseorang menyerahkan tanah dan pohon, pohon tersebut belum
ditanamkan, maksudnya supaya pohon tersebut ditanamkan pada
tanahnya, yang menanam akan mendapatkan bagian tertentu dari buah
yang ditanam, yang kedua ini disebut munasabah mugarasah karena
pemilik menyerahkan tanah dan pohon-pohon untuk ditanamkannya.

d. Menurut Malikiyah,'’ musaqah adalah:

Artinya : “Sesuatu yang tumbuh di tanah’.

Menurut Malikiyah sesuatu yang tumbuh di tanah dibagi menjadi

lima macam yaitu:

4 Ibid,, h. 20
15 1bid, h. 15



27

1) Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu
dipetik serta pohon itu tetap ada waktu yang lama, misalnya pohon

anggur dan zaitun.

2) Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti

pohon kayu keras, karet, dan jati.

3) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat

dipetik seperti padi jagung.

4) Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya
yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat

seperti bunga mawar.

5) Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahnya sebagai suatu
manfaat bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di

halaman rumah dan tempat lainnya.

e. Menurut Hasbi As-Sidiqi yang dimaksud musaqah adalah:
Mempergunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman,
menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang

diperoleh dari tanaman itu.'®

' Muhammad Hasbi As-Sidiqi, Hukum-hukum Figih Islam, h. 467



28

f. Menurut As-San’ani dalam kitab Subul as-Salam mendefinisikan musaqah
sebagai berikut :'’
“Paruhan kebun dengan mendapatkan bagian tertentu dari buah-buahan

kebun itu”.

g. Menurut Sayyid Sabiq musaqah adalah :'®
“Penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan
menjanjikannya, bila sampai buah pohon masak akan diberi imbalan buah

dalam jumlah tertentu”.

Dari definisi-definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa
musaqah adalah suatu transaksi kerjasama di bidang pertanian dimana ada
seorang pemilik lahan yang mempekerjakan lahannya kepada penggarap
lahan untuk mengelola lahan tersebut dan masing-masing akan mendapat

bagian sebagaimana yang telah disepakati di awal perjanjian.

2. Dasar Hukum Musaqah
Jumhur fugaha’ berpegangan pada hadis tentang musaqah dari hadis

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai berikut :'°

7 As-San‘ani, Subul as-Salam Jilid I1I, terjemah Abu Bakar Muhammad, h. 278
' Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13, h. 183
' Imam Hafiz Abi Husain Muslim, Sahih Muslim, h. 760
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Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi Saw, mempekerjakan penduduk
Khaibar dengan mengimbalkan dengan separoh dari hasil yang
keluar berupa buah atau tanaman’. (H.R. Imam Muslim)

Dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut :*°

Artinya : "Bahwa orang Anshar pernah berkata kepada Nabi Saw :
Bagilah antara kami dengan saudara-saudara kami kurma,
Rasulullah menjawab : Tidak, lalu mereka berkata : Biarkanlah
urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama
kamu bersekutu dalam memperoleh buah. Mereka (Muhajirin)
berkata : Kami dengar dan kami taati”. (H.R. Imam Bukhari)

. Syarat-syarat Musaqah
Syarat-syarat musaqah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan
perjanjian bagi hasil pertanian yang lain, hanya saja pada musaqah tidak
disyaratkan untuk menjelaskan jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun,

serta ketetapan waktu.

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :*'

2% Imam Bukhari, Sahih al-Bukhari, Juz 111, h. 67
! Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 13,h. 185-186
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Bahwa pohon yang dimusaqahkan diketahi dengan jalan melihat, atau
memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan
pohonnya. Karena akad dinyatakan tidak sah, apabila untuk sesuatu yang

tidak diketahui dengan jelas.

Bahwa masa yang diperlukan untuk akad musaqah diketahui dengan jelas.
Sebab musaqah merupakan akad lazim yang menyerupai dengan akad

sewa-menyewa, kejelasan ini untuk menghindari terjadinya unsur gharar.

Bahwa akad musaqah dilangsungkan sebelum nampak baik hasil buahnya.

Karena dalam keadaan seperti ini, pohon memerlukan penggarapan.

Bahwa imbalan yang diterima oleh penggarap berupa hasil buah pohon

itu diketahui dengan jelas.

. Rukun Musaqah

Ibnu Rusyd menjelaskan dalam kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah

al-Muqtasid bahwa pembicaraan tentang sahnya musaqah berkisar pada

rukun, waktu dan syarat-syarat yang dibutuhkan pada rukun-rukunnya.

Rukun-rukun musaqah ada empat yaitu tempat yang khusus untuk bagi hasil,
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bagian yang menjadi dasar bagi hasil, serta waktu yang dibolehkan untuk
bagi hasil dan sekaligus menjadi dasar transaksi.*>
a) Tempat bagi hasil

Fuqgaha’ berselisih pendapat tentang tempat (objek) yang
diperbolehkan untuk perjanjian musaqah ini.

Menurut Daud, musaqah hanya untuk pohon kurma saja, dengan
alasan bagi hasil itu merupakan suatu kemurahan, sehingga tidak bisa
berlaku bagi jenis tanaman lain selain yang ada dalam sunnah.

Menurut Imam Syafi’i kurma dan anggur, beliau menambahkan
anggur karena penentuan bagi hasil itu melalui taksiran atas tangkai.

Sementara mengenai bagi hasil dengan objek sayuran, Fuqaha’
berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi’i, dan para pengikutnya serta
Muhammad bin al-Hasan membolehkannya. Sedangkan menurut al-Laits
bagi hasil terhadap sayuran tidak boleh dengan alasan pekerjaan menyiram
merupakan dasar adanya bagi hasil, posisi pekerjaan itulah yang menjadi
sebab munculnya kemurahan (rukhsah)bagi hasil ini.

b) Pekerjaan

Mengenai rukun yang berupa pekerjaan, secara garis besar ulama’

sepakat bahwa kewajiban penggarap adalah menyirami dan

membuahkannya. Kemudian fugaha’ berbeda pendapat tantang siapa

2 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, terjemah Imam Ghazali, h. 130-138
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yang harus menanggung pemotongan atau pemetikan, menutup pagar, dan
membersihkan saluran air.

Menurut Imam Malik mengatakan bahwa kebiasaan dalam bagi hasil
yang boleh dipersyaratkan oleh pemilik tanah adalah menutup pagar,
membersihkan saluran air, menyirami, membuahkan, memotong pelepah
serta memetik, pekerjaan ini dan yang semacamnya menjadi tanggung
jawab penggarap.

Menurut Imam Syafi’i menutup pagar tidak menjadi kewajiban
pihak penggarap, karena tanggung jawab tersebut tidak termasuk dalam
jenis kegiatan yang bisa menambah hasil buah seperti pada pembuahan
dan penyiraman.

Menurut Imam Syafi’i dan Imam Malik, pemotongan atau
pemetikan buah itu menjadi tanggung jawab pihak penggarap, hanya saja
Malik menambahkan jika pihak penggarap mensyaratkan pemotongan
kepada pihak pemilik kebun maka hal itu dibolehkan, tetapi Syafi’i
mengatakan bahwa itu tidak boleh disyaratkan dan jika demikian maka
akad menjadi batal.

Fuqaha’ berpendirian, apabila semua biaya dalam akad bagi hasil itu
ditanggung oleh pemilik kebun, sementara pekerja hanya mengandalkan
tenaganya saja, maka yang demikian itu tidak boleh karena akad bagi hasil

merupakan persewaan dengan imbalan yang belum ada.
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¢) Pembagian

Fuqaha’ sependapat bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap
bagian buah sebagaimana yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
Sebagian besar ulama’ berpendapat bahwa pembagian hasil buah antara
penggarap dengan pemilik kebun harus menggunakan takaran, dan tidak
boleh hanya berdasarkan taksiran tangkai semata, tetapi sebagian lagi
membolehkan pembagian dengan taksiran tangkai, mereka yang
membolehkan taksiran tangkai beralasan bahwa cara tersebut mirip
dengan ‘ariyah dan cara penaksiran atas tangkai dalam masalah zakat,
tetapi alasan ini lemah. Pegangan yang paling kuat dalam hal ini adalah
cara penaksiran atas tangkai yang tersebut dalam akad musaqah Khaibar
dari hadis mursal-nya Sa’id bin Musayyab dan Atha’ bin Yasar r.a.

d) Waktu dalam akad bagi hasil

Dalam kaitannya dengan waktu bagi hasil, terdapat dua macam
persyaratan waktu yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad
bagi hasil dan waktu yang menjadi syarat sahnya akad atau yang
menentukan masa akad bagi hasil.

Tentang waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad bagi hasil,
fuqaha’ sependapat bahwa akad bagi hasil boleh dilakukan sebelum buah
terlihat matang, kemudian mereka berselisih pendapat kebolehan akad

tersebut sebelum buah terlihat matang. Jumhur fugaha’ berpendapat tidak
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boleh dengan alasan bahwa penyiraman buah yang sudah terlihat matang
itu tidak diperlukan lagi sehingga tidaklah ada keharusan lagi untuk
mengadakan akad bagi hasil, karena buah itu sudah bisa dijual pada waktu
itu, karena itu mereka berpendapat jika akad bagi hasil berlangsung berarti
itu sewa jasa buruh.

Sedangkan ulama’ yang membolehkannya beralasan bahwa jika
akad bagi hasil dibolehkan sebelum tanaman berbuah, tentu lebih
dibolehkan jika buah tersebut sudah tampak baiknya.

Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad bagi hasil,
jumhur fuqaha’ berpendapat bahwa waktu tersebut harus jelas, yakni
waktu tertentu bukan waktu sementara, alasannya jika tidak ditentukan
waktu maka akan bisa dimasuki unsur penipuan (garar) yang diqiyaskan
dengan sewa menyewa.

Segolongan fuqaha’ diantaranya golongan Zuhairi membolehkan
tanpa batasan waktu, mereka berpegangan dengan sabda Nabi Saw dalam

hadis mursal dari Malik :**

“Saya mengakui kamu berdasarkan pengakuan Allah atasmu’.
Imam Malik memakruhkan akad bagi hasil dalam tenggang waktu

yang lama sampai bertahun-tahun, akhir tahun pada akad bagi hasil

23 Imam Malik, a/-Muwatta’, h. 429
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ditandai dengan musim panen bukan berdasarkan almanak biasa

(kalender).

. Klasifikasi Hukum dalam Akad Musaqah
Dalam akad musaqah terdapat dua hukum yang telah diklasifikasikan
oleh para ulama’ yaitu hukum musaqah sahih dan hukum musaqah fasid,
sebagaimana dijelaskan dibawah ini :
1) Hukum musaqah sahih
Musaqgah sahih menurut para ulama’ memiliki beberapa hukum atau
ketetapan. Menurut ulama’ Hanafiyah musaqah dikatakan sahih jika
memenuhi kriteria sebagai berikut :**

a. Segala pekerjaan yang berkenaan dengan pemeliharaan pohon
diserahkan pada penggarap, sedangkan biaya pemeliharaan
ditanggung berdua.

b. Hasil dari musaqah dibagi berdasarkan kesepakatan. Jika pohon tidak
menghasilkan sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.

c. Akad mengikat kedua belah pihak, dengan demikian salah satu pihak

tidak boleh serta merta membatalkan perjanjian.

2% Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Sana’i, h. 282-283
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d. Pemilik boleh memaksa penggarap untuk bekerja kecuali ada uzur.

e. Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakati.

f. Penggarap tidak memberikan musaqah pada penggarap lain kecuali
dengan izin pemilik.

Sedangkan ulama’ Malikiyah pada umumnya menyepakati hukum-
hukum musaqah yang telah ditetapkan oleh para ulama’ Hanafiyah.
Namun demikian mereka menambahi terkait dengan penggarapan : >

a. Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan
dan tidak boleh disyaratkan.

b. Sesuatu yang berhubungan dengan buah yang membekas di tanah,
tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

c. Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah
kewajiban penggarap.

Sementara ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama’
Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap di atas, dan
menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah
pekerjaan penggarap seperti menyiram atau menyediakan alat garapan dan
lain-lain.*®

2) Hukum musaqah fasid

* Imam Malik, a/-Muwatta’, h. 429-430
*® Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah, h. 217
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Musaqah fasid adalah musaqah yang tidak memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan oleh syara’. Ulama’ Hanafiyah mengemukakan
pendapatnya tentang musaqah yang dikatakan fasid adalah sebagai berikut
27

a.Mensyaratkan hasil musaqah bagi salah seorang saja dari yang
berakad.

b.Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang berakad.

c.Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.

d.Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan pada penggarap, sebab
penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum
dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal
tambahan merupakan kewajiban dua orang yang berakad.

e.Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.

f.Mensyaratkan kepada penggarap untuk terus bekerja setelah habis
waktu akad.

g.Bersepakat sampai batas waktu menurut kebiasaan.

h.Musaqah digarap oleh banyak orang sehingga penggarap membagi

lagi kepada penggarap lainnya.

2" Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Sana’i, h. 281
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Adapun jika terjadi musaqah yang fasid pada akad musaqah
sebagaimana di atas, maka implikasinya menurut para ulama’ dijelaskan
sebagai mana di bawah ini.

Menurut ulama’ Syafi’iyah dan Hanabilah, jika buah yang keluar
setelah penggarapan ternyata bukan orang yang melangsungkan akad
dengannya, si penggarap berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya
sebab dia telah kehilangan manfaat dari jerih payahnya dalam akad
musaqah ini. Menurut golongan ini, diantara hal-hal yang dapat
menyebabkan rusaknya akad musaqah ini adalah kedua belah pihak tidak
mengetahui bagiannya masing-masing, mensyaratkan uang dengan jumlah
yang telah ditentukan, mensyaratkan buah tertentu, mensyaratkan pemilik
harus bekerja, mensyaratkan mengerjakan sesuatu selain pohon.*®

Sementara menurut golongan ulama’ Hanafiyah, implikasinya
adalah pemilik tidak boleh memaksa penggarap untuk bekerja, semua hasil
adalah hak dari pemilik kebun dan jika musaqah rusak, penggarap berhak
mendapatkan upah.”’

Sedangkan ulama’ Malikiyah berpendapat jika musaqah rusak
sebelum penggarapan, upah tidak diberikan. Sebaliknya, apabila musaqah
rusak setelah penggarap bekerja atau pada pertengahan musaqah maka

penggarap berhak mendapatkan bagi hasil atas pekerjaannya itu. Diantara

*¥ Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah, h. 218-219
% Abu Bakar bin Mas’ud al-Kasani, Badai’ as-Sana’i, h. 283



39

contoh musaqah fasid menurut golongan ini adalah penggarap
mensyaratkan adanya tambahan tertentu dari pemilik, seakan penggarap
bekerja untuk mendapatkan upah. Namun demikian jika musaqah rusak
karena darurat atau ada halangan masalah musaqah tetap diteruskan

sekedarnya (musaqah misil).*

6. Batas Waktu Berakhirnya Musaqah
Para ulama’ mempunyai pendapat yang berbeda mengenai batas waktu
berakhirnya musaqah, diantaranya sebagai berikut :*'
1). Menurut ulama’ Hanafiyah
Ulama’ Hanafiyah berpendapat bahwa musagah sebagaimana
muzara’ah dianggap selesai dengan adanya beberapa perkara :
a. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang
berakad.
b. Meninggalnya salah seorang yang akad.
c. Membatalkan, baik dengan ucapan yang jelas atau karena adanya
uzur.
2). Menurut ulama’ Malikiyah
Ulama’ Malikiyah berpendapat bahwa musaqah adalah akad yang

dapat diwariskan. Dengan demikian ahli waris penggarap untuk

3% Imam Malik, al-Muwatta’, h. 431-432
! Rahmat Syafi’i, Figih Muamalah, h. 219
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meneruskan garapan. Akan tetapi jika ahli waris menolak maka pemilik
yang harus menggarapnya.

Musaqah dianggap tidak batal jika penggarap diketahui seorang
pencuri, sering berbuat zalim, atau tidak mempu bekerja. Jika tidak
mempunyai modal ia boleh mengambil bagiannya dari upah yang akan
diperolehnya jika tanaman telah berbuah. Ulama’ Malikiyah berpendapat
bahwa musaqah adalah akad yang lazim yang tidak dapat dibatalkan
karena uzur, juga tidak bisa dibatalkan dengan pembatalan yang sepihak
sebab harus ada kerelaan di antara kedua pihak.

Menurut ulama’ Syafi’iyah.

Ulama’ Syafi’iyah berpenadapat bahwa musaqah tidak batal dengan
adanya uzur, walaupun diketahui bahwa musaqah berkhianat, akan tetapi
pekerja penggarap harus diawasi oleh seorang pengawas sampai penggarap
menyelesaikan pekerjaannya.

Menurut ulama’ Syafi’iyah, musaqah selesai jika habis waktu. Jika
buah keluar setelah habis waktu penggarap tidak berhak atas hasilnya.
Akan tetapi jika akhir waktu musaqah buah belum matang, penggarap
berhak atas bagiannya dan meneruskan pekerjannya.

Musaqah dipandang batal jika penggarap meninggal, tetapi tidak

batal jika pemilik yang meninggal. Penggarap terus meneruskan
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pekerjaannya sampai mendapatkan hasilnya. Akan tetapi jika seorang ahli
waris yang mewarisinya pun meninggal, akad menjadi batal.
Menurut ulama’ Hanabilah

Ulama’ Hanabilah berpendapat bahwa musagah sama dengan
muzara’ah, yakni termasuk akad yang dibolehkan, tetapi tidak lazim.
Dengan demikian setiap sisi dari musaqah bisa membatalkannya. Setelah
musaqah rusak setelah tampak buahnya, buah tersebut dibagikan kepada
pihak pemilik dan penggarap sesuai dengan perjanjian waktu akad.

Penggarap memliki hak bagian dari hasilnya jika tampak. Dengan
demikian penggarap berkewajiban menyempurnakan pekerjaannya
meskipun musaqah rusak.

Jika penggarap meninggal musaqah dipandang tidak rusak, tetapi
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Jika ahli waris menolak, mereka
tidak boleh dipaksa tetapi hakim boleh menyuruh orang lain untuk
mengelolanya dan upahnya diambil dari tirkah. Upah tersebut diambil dari
bagian penggarap sebatas yang dibutuhkan sehingga musagah sempurna.

Jika penggarap kabur sebelum penggarapannya selesai, ia tidak
mendapatkan apa-apa, sebab ia dipandang telah rela untuk tidak
mendapatkan apa-apa.

Apabila ada uzur yang tida menyebabkan batalnya akad, misalnya

penggarap lemah untuk mengelola amanat tersebut, pekerjaannya
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diberikan kepada orang lain, tetapi tanggung jawabnya tetap ada di tangan
penggarap tadi sebagaimana pendapat Syafi’iyah. Seandainya betul-betul
lemah secara menyeluruh, pemilik mengambil alih dan mengambil upah
untuknya.

Ulama’ Hanabilah juga berpendapat bahwa musaqah dipandang
selesai dengan habisnya waktu. Akan tetapi jika keduanya menetapkan
pada suatu tahun yang menurut kebiasaan akan ada buah, tetapi ternyata

tidak, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

C. MUSYARAKAH
1. Definisi Musyarakah
Istilah lain dari musyarakah adalah syarikah atau syirkah.** Asy-syirkah
berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya,
sehingga sulit dibedakan.™
Menurut istilah yang dimaksud dengan syirkah, para fugaha’ berbeda
pendapat, antara lain :
a. Menurut Hanafiyah syirkah adalah perjanjian antara dua pihak yang

bersyarikat mengenai pokok harta dan keuntungannya.*

32 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, h. 67
33 Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 115
** Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid IV, h. 317
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b. Menurut Sayyid Sabiq syirkah Akad antara dua orang berserikat pada
pokok harta (modal) dan keuntungan.™

c. Menurut Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk mendayagunakan
(tasarrufy harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh
keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya
untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing
memiliki hak untuk bertasarruf>

d. Menurut Hanabilah, syirkah adalah berkumpul dalam berhak dan berbuat
hukum. *’

e. Menurut Hasbi As-Siddieqy, yang dimaksud syirkah adalah akad yang
berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta’awun dalam bekerja pada
suatu usaha dan membagi keuntungannya.*®

f. Menurut Syafi’iyah, syirkah adalah tetapnya hak tentang sesuatu
terhadap dua pihak atau lebih secara merata.*

Setelah diketahui beberapa definisi syirkah, dapat dipahami bahwa
yang dimaksud dengan syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih
dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.
Maka musyarakah diartikan sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau

lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan

3 Suhendi, Figh, h. 125

3% Rachmat Syafi’i, Figih Muamalah, h. 183-184

7 Wahbah Az-Zuhayliy, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh Juz V, h. 3875
3% Suhendi, Figh, h. 126

3 Wahbah Az-Zuhayliy, al-Figh al-Islamiy wa Adillatuh Juz V, h. 3876
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kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan

risiko akan ditanggung bersama.*’

2. Dasar Hukum Musyarakah

a. Al-Qur'an :

Artinya :“Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada
sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal yang saleh...”(Q. S Sad ayat : 24)."!

Artinya : “..Maka mereka bersekutu pada sepertiga...” (Q. S an-Nisa’
ayat 12).*

b. Al-Hadis

* Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, h. 90
*! Depag RI, a/-Qur'an dan Terjemahannya, h. 735
* Ibid, h. 117
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Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a, ia berkata : Rasulullah Saw. bersabda:
Allah ta’ala berfirman @ Aku adalah pihak ketiga dari dua
orang yang berserikat selama salah satunya tidak menghianati
Jainnya. (HR. Abu Dawud dan disahkan oleh hakim).*

Dalam Hadis tersebut terkandung anjuran kerja sama tanpa
pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu
disertai dengan pengkhianatan.**

c. Ijma’
Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, telah berkata, “kaum

Muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara

global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen

: 45
darinya.”

3. Rukun dan Syarat Musyarakah
Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama’, menurut ulama’
Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab (ungkapan penawaran
melakukan perserikatan) dan qabul (ungkapan penerimaan perserikatan) yang
menentukan adanya syirkah. Sedangkan orang yang berakad dan objeknya

bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat. Menurut jumhur ulama’,

4 Abi Dawud Sulaiman, Sunan Abi dawud Juz II, h. 462
* As-San’ani, Subul as-Salam Jilid III, terjemah Abu Bakar Muhammad, h. 226
* Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Magqdisi Abu Muhammad, a/-Mugni Juz V, h. 3
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rukun perserikatan itu ada tiga, yaitu sigat (1afal) ijab dan qabul, kedua orang
yang berakad, dan objek akad.*®
Dalam bersyirkah ada 5 (lima) syarat yaitu :*’
1) Benda (harta) dinilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah
dan lain-lain)
2) Harta-harta itu sesuai dengan jenis dan macamnya
3) Harta-harta dicampur
4) Satu sama lain membolehkan untuk membelanjakan harta itu
5) Untung rugi diterima dengan ukuran harta masing-masing
Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah
dibagi menjadi 4 (empat) bagian sebagai berikut ini :**

1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan
harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat,
yaitu :

a. Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus
dapat diterima sebagai perwakilan.
b. Yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian

keuntungan harus jelas dan dapat diketahui dua pihak, misalnya

setengah, sepertiga dan yang lainnya.

6 Haroen, Figh,h. 173

*"Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, Figh Islam Lengkap Terjemah Ringkasan Kifayah al-
Akhyar, h. 154

* Suhendi, Figh, h. 127
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2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah ma/ (harta), dalam hal ini
terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu :
a. Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat
pembayaran seperti junaih, riyal dan rupiah.
b. Yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah
dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadah, bahwa dalam
mufawadah disyaratkan :
a. Modal (harta pokok) dalam syirkah mufawadah harus sama.
b. Bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah.
c. Bagi yang dijadikan objek akad disyaratkan syirkah umum,
yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.

4) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah ‘inan sama dengan

syarat-syarat syirkah mufawadah.

Menurut Malikiyah, syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang
melakukan akad ialah mereka balig dan pintar. Sedangkan Syafi’iyah
berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah ‘nan,
sedangkan syirkah yang lainnya batal. Dijelaskan pula oleh Abdurrahman al-

Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sigat
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dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah,
dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini A
1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing
anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka
adalah wakil yang lainnya.
3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-
masing, baik berupa mata uvang maupun bentuk yang lainnya.

Adapun yang menjadi rukun serikat menurut ketentuan syariat Islam,

yaitu 0
a. Sigat (lafal akad)
b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat)
c. Pokok (bidang usaha yang dijalankan)

Dalam perjanjian pembentukan serikat atau perseroan ini sigaf atau
lafalnya, dalam prakteknya di Indonesia sering diadakan dalam bentuk
tertulis, yaitu dicantumkan dalam akte perjanjian serikat itu. Yang pada
hakikatnya sigaf tersebut berisikan perjanjian serikat atau kongsi itu haruslah

Sl

a) Orang yang berakal

* Ibid., h. 128-129
K. Lubis dan Pasaribu, Hukum Perjanjian, h. 76
*! Ibid., 76
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b) Balig
¢) Dengan kehendaknya sendiri (tidak ada unsur paksaan)
Sedangkan syarat pokok mengenai barang modal yang disertakan dalam
serikat, adalah sebagai berikut :*>
1) Keadaan pokok hendaklah uang (emas dan perak) atau barang
yang dapat ditimbang atau ditakar, seperti beras, gula dan lain-
lain.
2) Dua barang pokok itu hendaklah dicampurkan sebelum akad
sehingga tidak dapat dibedakan lagi antara kedua bagian barang

itu.

4. Jenis-jenis Musyarakah
Musyarakah atau syirkah ada dua jenis, yaitu :>>
a. Syirkah amlak adalah beberapa orang memiliki secara bersama-sama
sesuatu barang, pemilikan bersama-sama atas barang tersebut bukan
disebabkan adanya perjanjian diantara para pihak, misalnya pemilikan
harta secara bersama-sama yang disebabkan/diperoleh karena pewarisan.
b. Syirkah uqud adalah syirkah yang terbentuk disebabkan para pihak

memang sengaja melakukan perjanjian untuk bekerja sama/bergabung

*2Sulaiman Rasyid, Figh Islam, h. 285
>3 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah Jilid IIl, h. 294-297
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dalam suatu kepentingan harta dan bertujuan untuk memperoleh

keuntungan dalam bentuk harta benda. Syirkah uqud ini terbagi menjadi :

1) Syirkah al-inan adalah kerja sama dalam bentuk penyertaan modal
kerja/usaha dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat
menyetorkan modal yang sama dan demikian juga halnya dalam
masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.54

2) Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau
lebih untuk berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi
keuntungan dan kerugian secara sama.>

3) Syirkah abdan adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari
pekerjaan itu.”®

4) Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang
memiliki reputasi dan prestasi baik serta ahli dalam bisnis.”’

5) Syirkah al-mudarabah yaitu berupa kemiteraan terbatas adalah
perseroan antara tenaga dan harta, pihak pertama memberikan hartanya
kepada pihak lain (pihak kedua) yang digunakan untuk berbisnis,

dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh akan dibagi oleh

3 Ibid, h. 295
% [bid., h. 296
% Ibid., h. 297
" Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, h. 91-93
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masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.® Dasar hukum

mudarabah ini terdapat dalam al-Qur'an surat al-Muzammil ayat 20 :

(. )

Artinya : “..Dia (Allah) mengetahui bahwa akan ada diantara kamu
orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi
mencari sebagian karunia Allah...”(Q.S al-Muzammil : 20) .
5. Berakhirnya Musyarakah
Syirkah merupakan transaksi yang menurut syara’ hukumnya boleh

(mubah). Syirkah ini menjadi batal apabila :*°

a. Salah seorang syarik meninggal kecuali ia mempunyai ahli waris yang
telah dewasa, maka ahli warisnya bisa meneruskan syirkah tersebut.

b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasarruf (keahlian
mengelola harta) baik karena gila atau karena alasan lain.

c. Salah satu diantara mereka membubarkannya yakni jika salah seorang
syarik menuntut pembubaran, maka pihak yang lain harus memenuhi
tuntutan tersebut. Sedangkan yang lain tetap melanjutkan syirkahnya
apabila bersedia meneruskan yaitu dengan memperbaharui diantara syarik

yang masih bertahan untuk mengadakan syirkah tersebut.

8 Dewi, dkk, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, h. 119-120
> Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 990
% Suhendi, Figh, h. 133-134
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d. Salah satu pihak berada dibawah pengampuan baik karena boros yang
terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan atau sebab yang
lain.

e. Salah satu pihak bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta
yang menjadi saham syirkah.

f. Modal para syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.

Pembubaran dalam syirkah mudarabah berbeda dengan syirkah yang
lain yaitu apabila seorang pengelola menuntut untuk melakukan penjualan
sedangkan syarik yang lain menuntut keuntungan, maka tuntutan pengelola
harus dipenuhi sebab keuntungan tersebut merupakan haknya. Sedangkan
dalam syirkah yang lain, jika salah seorang diantara mereka menuntut bagian
keuntungan sedangkan yang lain menuntut dilakukan penjualan maka

tuntutan bagian keuntungan yang harus dipenuhi.®’

D. MAQASID SYARIAH
1. Definisi Maqasid Syariah
Magqasid syariah secara bahasa terdiri dari dua kata, yaitu maqasid dan

syariah. Maqasid berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syariah berarti

6! Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjajakusuma, Menggagas Bisnis Islami,
h. 131-132
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jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat dikatakan sebagai

jalan ke arah sumber pokok kehidupan.®*

Menurut istilah terdapat beberapa pendapat, diantaranya :

a. Wahbah Zuhaily, maqasid syariah berarti nilai-nilai dan sasaran syara'
yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya.
Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia
syariah, yang ditetapkan oleh a/-Syari’dalam setiap ketentuan hukum.

b. Menurut Syatibi tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu maslahah
atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Al-Syatibi  berpendapat, bahwa maqasid syariah dalam arti
kemaslahatan terdapat dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan.
Artinya, apabila terdapat masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan
secara jelas dimensi kemaslahatannya, dapat dianalisis melalui maqasid
syariah yang dilihat dari ruh syariat dan tujuan umum dari agama Islam yang
hanit®

2. Pembagian Magqasid Syariah

Magqasid syariah yang secara substansial mengandung kemaslahatan,

menurut Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama magqgasid al-

syari' (tujuan Tuhan). Kedvua magqasid al-mukallaf (tujuan mukallaf). Dilihat

62 Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi, h. 61
63 |bid., h. 68
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dari sudut tujuan Tuhan, Maqgasid Al Syariah mengandung empat aspek,
yaitu 04
a. Tujuan awal dari Syari’ menetapkan syariah yaitu kemaslahatan manusia
di dunia dan akhirat.
b. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.
c. Penetapan syariah sebagai hukum zak/ifi yang harus dilaksanakan.
d. Penetapan syariah untuk membawa manusia ke bawah lindungan hukum.
Dalam rangka pembagian maqasid syariah, aspek pertama sebagai
aspek inti menjadi fokus analisis. Sebab aspek pertama berkaitan dengan
hakikat pemberlakuan syariat oleh Tuhan. Hakikat atau tujuan awal
pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.
Kemaslahatan dapat diwujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan
dan dipelihara.
Adapun lima unsur pokok tersebut, adalah :65agama, jiwa, keturunan,
akal dan harta. Sebagai usaha untuk terwujudnya lima unsur pokok tersebut,
terdapat beberapa tingkatan magqasid syariah atau tujuan syariah, yaitu :*°

a. Al-umur al-daruriyah, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi

kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan.

64 |bid., h. 69-70
5 Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, h. 334
% Mukhtar Yahya dan Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Figh Islam, h. 333,335,336
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b. Al-umur al-hajiyah, yaitu hal-hal yang sangat dihajatkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak
halangan.

c. Al-umur al-tahsiniyah, yaitu tindakan dan sifat yang harus dijauhi
oleh akal yang sehat, dipegangi oleh adat kebiasaan yang bagus dan

dihajati oleh kepribadian yang kuat.



BAB III
PELAKSANAAN AKAD PROLIMAN DALAM PENGAIRAN
SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN KALITIDU KABUPATEN

BOJONEGORO

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis
Desa Beged merupakan salah satu desa yang terletak di daerah paling
barat di Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, yang letaknya = 11 km

sebelah barat dari Kecamatan Kalitidu. Adapun luas wilayah Desa Beged
adalah 179,262 ha.' Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara  : Desa Bonorejo dan Desa Sambong
2. Sebelah Selatan : Kelurahan Bringan dan Kelurahan Cobaan
3. Sebelah Barat  : Kelurahan Mbulu

4. Sebelah Timur : Kelurahan Korgan dan Desa Purwosari

Berdasarkan letak ketinggiannya Desa Beged berada pada + 24 m dari
permukaan air laut. Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis,

Desa Beged memiliki dua musim, yaitu : musim hujan (rendeng), dan musim

' Data Monografi Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro tahun 2009

55
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kemarau (ketigo). Musim hujan biasanya terjadi pada bulan Nopember
sampai bulan April dengan curah hujan rata-rata 1387 mm, sedangkan
musim kemarau terjadi antara bulan Mei sampai bulan Oktober dengan suhu
rara-rata 37°C.

. Keadaan Sosial Ekonomi

Penduduk Desa Baged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagian besar bekerja
dalam bidang pertanian, baik sebagai petani pemilik maupun petani
penggarap. Selain bidang pertanian, ada sebagian penduduk yang berprofesi
sebagai PNS (pegawai negeri sipil), pedagang, karyawan pabrik dan
wiraswasta.’

Sebagian besar tanah di Desa Beged merupakan tanah pertanian, oleh
sebab itu, keadaan tersebut mendorong sebagian penduduknya untuk
bercocok tanam. Namun tidak semua tanah pertanian tersebut milik
penduduk Desa Beged, melainkan ada juga penduduk desa lain yang memiliki
tanah pertanian di daerah ini.

Berikut ini adalah data mengenai mata pencaharian penduduk Desa
Beged, dengan perincian sebagai berikut :°

1. Petani

? Profil Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tahun 2009
3 Data Monografi Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro, tahun 2009
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a. Petani pemilik : 350 orang

b. Petani penggarap : 110 orang

c. Buruh tani : 232 orang
2. Buruh industri : 190 orang
3. Pedagang : 41 orang
4. Pegawai Negeri Sipil : 15 orang
5. TNI : 7 orang
6. Peternak : 44 orang
7. Monter : 4 orang

Dari perincian di atas dapat diketahui bahwa dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya mayoritas masyarakat Desa Beged bekerja sebagai

petani, baik petani pemilik, petani penggarap atau buruh tani.

. Keadaan Sosial Pendidikan

a. Penduduk

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 penduduk Desa Beged
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro seluruhnya berjumlah 2.293
jiwa, jika dilihat dari kepala penduduk terdiri atas 648 KK (kepala

keluarga), akan tetapi jika dilihat jumlah penduduk dari jenis kelaminnya
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adalah laki-laki berjumlah 1.147 orang dan perempuan berjumlah 1.146

orang.”

b. Pendidikan

Keadaan pendidikan masyarakat di Desa Beged Kecamatan Kalitidu
Kabupaten Bojonegoro rata-rata berpendidikan sampai tingkat SD, SLTP,
SLTA dan Pesantren. Tetapi sebagian kecil ada juga yang mengenyam
pendidikan di Perguruan Tinggi. Semua ini tidak lepas dari keadaan
ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah kebawah.
Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Sekretaris
desa dan data profil desa Beged, pendidikan masyarakat desa Beged

Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut :

1. Lulus SD/sederajat : 435 orang
2. Lulus SLTP/sederajat : 327 orang
3. Lulus SLTA/sederajat : 175 orang
4. Lulus D-2 : 2 orang
5. Lulus S-1 : 7 orang

4 Ibid., tahun 2009
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Adapun sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Beged
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro antara lain :°

1. Taman Kanak-kanak : 1 buah

2. SDN : 1 buah
3. Ml : 1 buah
4. MTs : 1 buah
5. TPQ/TPA : 2 buah

6. Madrasah Diniyyah : 1 buah

4. Keadaan Sosial Keagamaan
Penduduk Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro
semuanya beragama Islam, hal ini sesuai dengan penuturan Bapak Muhadi
selaku Sekretaris (carik) dan daftar kependudukan menurut agama di Desa
Beged.® Adapun sarana ibadah yang ada di Desa Beged adalah 2 (dua) buah

masjid dan 22 (dua puluh dua) musholla.

B. Gambaran Akad Proliman dalam Pengairan Sawah di Desa Beged Kecamatan

Kalitidu Kabupaten Bojonegoro

> Ibid., tahun 2009
6 Wawancara dengan Bapak Muhadi dan data Monografi desa beged, tahun 2009
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Sebelum membahas tentang akad proliman, terdapat beberapa istilah

kerjasama dalam pertanian di Jawa, diantaranya :

1.

a. Mertelu, yaitu hukum perjanjian bagi hasil dari tanah yang dikerjakan,

untuk penggarap 1/3 bagian dan untuk pemilik tanah 2/3 bagian.’

b. Memperduai, yaitu mengerjakan sawah atau memelihara ternak orang

lain dengan mendapatkan bagian keuntungan setengahnya.®

c. Maro, yaitu hukum perjanjian membagi dua hasil tanah antara

penggarap dan pemilik tanah.’
Pengertian Akad Proliman

Akad proliman sebenarnya hanya merupakan suatu istilah kesepakatan
kerja sama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak
pengelola pengairan/irigasi sawah untuk melakukan kerja sama.'® Dimana
kata proliman diambil dari bagi hasil pihak pengelola irigasi yang
mendapatkan bagian panen seperlima (parolimo/prolimo)."’ Sedangkan akad
merupakan cerminan bahwa kedua belah telah melakukan kesepakatan untuk

kerja sama. Namun juga terdapat beberapa pengertian lain, yang diperoleh

650

7 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, h.

® Ibid., h. 244

? Ibid., h. 631

' Wawancara bersama dengan Bapak Fathur, Sarji, dan Syakur, 25 Juni 2009
"' 1bid., 25 Juni 2009
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dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, beberapa macam
pengertian tersebut. Antara lain sebagai berikut :

a. Bapak Nandar (petani penggarap) :

“ Akad proliman niku nggeh akad irigasi toyo wekdal kulo lan tiyang-
tivang seng gadahi sawah badhe tandur pari.”**

(akad proliman yaitu akad irigasi air waktu saya dan orang-orang yang
mempunyai sawah akan menanam padi).

b. Bapak Juwono (pengelola irigasi) :

“ Akad proliman niku kesepakatan kerjasama tiyang sawah kalehan tiyang
irigasi, seng sebetane seperlimo/proliman.”™

(akad proliman yaitu kesepakatan kerjasama pihak yang mempunyai
sawah dengan pihak yang mempunyai irigasi, yang bagian pihak irigasi
satu per lima).

c. Bapak Fathurrohman

“ Akad proliman nggeh akad kerjasama bagi hasil prolimo antarane wong
seng arep tandur kaleh wong seng nduwe irigasi.”**

(akad proliman ya akad kerjasama bagi hasil satu per limo antara orang
yang akan menanam dengan orang yang mempunyai irigasi).

'2 Wawancara dengan Bapak Nandar, 02 Juli 2009
"> Wawancara dengan Bapak Juwono, 29 Juni 2009
* Wawancara dengan Bapak Fathurrohman, 05 Juli 2009
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d. Bapak Taijuddin Hadi (fokoh agama) -

“ Akad proliman nggeh sami kalean musagah utowo akad siraman.”*®

(akad proliman ya sama dengan musaqah atau akad siraman).

e. Bapak H. Sulaiman (?okoh agama) :

“ Akad proliman ya sama dengan akad siraman (musaqah) pada masa
Rasul dan sahabat dulu.”™®

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat didefinisikan bahwa akad
proliman adalah :

1. Istilah kesepakatan yang terjadi antara pihak pemilik/pengelola
pengairan/irigasi sawah dengan pihak masyarakat petani Desa Beged
Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan kerja sama
dalam bidang pertanian, dengan bagi hasil seperlima (proliman/parolimo)

untuk pihak pengelola irigasi sawah.

2. Akad proliman disamakan dengan akad musaqah atau akad siraman.

2. Latar Belakang Akad Proliman

"> Wawancara dengan Bapak Taijuddin, 17 Juli 2009
' Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, 10 Juli 2009
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Desa Beged, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya bermata
pencaharian pertanian, baik sebagai petani pemilik sawah maupun petani
penggarap sawah milik orang lain atau bahkan sebagai buruh tani. Dari
berbagai macam tanaman yang ditanam oleh masyarakat Desa Beged, padi
merupakan tanaman yang paling banyak ditanam oleh para petani, sebab
tanaman tersebut apabila berhasil panen dapat dijadikan modal untuk
memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Namun kendala yang dihadapi para petani Desa Beged adalah masalah
pengairan sawah yang terbatas, sebab untuk masalah pengairan mereka hanya
mengandalkan air hujan (zadah hujan). Berangkat dari hal tersebut, bapak
Juwono mempunyai inisiatif untuk membuat dan membangun irigasi
pengairan sawah, agar masalah pengairan yang menjadi kendala dalam
bercocok tanam para petani Desa Beged dapat teratasi.'’

Dengan keterbatasan dana dalam pembuatan irigasi, bapak Juwono
merangkul bapak Koermaini untuk kerjasama dalam mengerjakan pembuatan
irigasi tersebut. Sehingga beberapa tahun kemudian akhirnya pembuatan
saluran irigasi selesai dan siap untuk difungsikan.'®

Setelah pembuatan saluran irigasi selesai dan siap untuk difungsikan.
Bapak Koermaini yang ditunjuk oleh bapak Juwono sebagai ketua pengelola

irigasi, mengumpulkan para petani dikediamannya, untuk melakukan

7 Wawancara dengan Bapak Gumono, 24 Juni 2009
18 Wawancara dengan Bapak Koermaini dan Bapak Juwono, 20 Juli 2009
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pembicaraan terkait dengan selesainya pembuatan saluran irigasi serta
langkah-langkah untuk melaksanakan kerjasama antara pihak pengelola
irigasi dengan pihak para petani Desa Beged.'” Dari hasil musyawarah
tersebut, lahirlah sebuah kesepakatan antara pengelola irigasi dengan petani
Desa Beged yang dikenal dengan nama akad proliman.

Pelaksanaan Akad Proliman

Akad proliman dilaksanakan menjelang musim tanam, dimana
masyarakat petani desa Beged dan pihak pengelola irigasi sebelum
melakukan kesepakatan kerja sama, melakukan sebuah pertemuan di salah
satu kediaman masyarakat setempat, baik di kediaman pihak pengelola
maupun di kediaman masyarakat petani.”’ Akad proliman dilakukan dengan
tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan adanya akad proliman pihak
petani dapat memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok
tanam, sehingga mereka tidak lagi mengandalkan air hujan. Sedangkan pihak
irigasi memperoleh keuntungan berupa seperlima dari hasil panen petani.
Dengan demikian kedua belah pihak dapat meningkatkan perekonomian
keluarga masing-masing.”’ Di dalam pertemuan tersebut di bahas
kesepakatan kerjasama akad pro/iman yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Pelaksanaan ijab qabul

"% Ibid., 20 Juli 2009
» Wawancara dengan Bapak H. Sulaiman, 10 Juli 2009
21 Wawancara dengan Bapak Sholihin, Juni 2009
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Pelaksanaan ijab qabul dalam akad proliman terjadi secara lisan,
tidak ada istilah surat perjanjian tertulis, akad proliman hanya berdasarkan
saling percaya antara kedua belah pihak. Pelaksanaan ijab qabul dilakukan

setiap kali menjelang musim tanam.

Hal tersebut biasanya dilakukan secara bersama-sama, dengan cara
pihak pengelola irigasi mengumpulkan masyarakat petani di salah satu
kediaman masyarakat Desa Beged. Kemudian masyarakat yang hadir
dalam pertemuan tersebut melakukan ijab gabul, bagi masyarakat yang
tidak hadir, mereka melakukan ijab qabul secara individu dengan cara

mendatangi sendiri ke tempat pengelola irigasi.”
b. Pelaksanaan pengairan

Pengambilan air dilakukan pihak pengelola irigasi dari aliran sungai
Bengawan Solo yang jarak tempuhnya untuk sampai pada sawah-sawah
masyarakat desa Beged kurang lebih 1,5 km. Untuk itu pihak pengelola
irigasi telah mempersiapkan beberapa keperluan untuk mengalirkan air
sungai Bengawan Solo tersebut ke sawah-sawah masyarakat desa Beged
yang telah menjalin kesepakatan akad pro/iman, diantaranya adalah 4

(empat) buah mesin diesel, bahan bakar, pipa terpal dan lain sebagainya.”

22 Wawancara dengan Bapak Mu’anam dan Bapak Ngadi, 28 Juni 2009
23 Wawancara dengan Bapak Kundari dan Bapak Lasimin, 15 Juli 2009
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Pengaliran air biasanya dilakukan beberapa hari setelah terjadinya
ijjab qabul dengan diikuti konfirmasi dari pihak masyarakat petani, bahwa
mereka telah siap untuk melakukan penggarapan terhadap sawah-sawah

mereka.

Berangkat dari hal tersebut, maka mereka akan terikat sebuah hak
dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai
hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi sesuai dengan
kebutuhan, mulai dari awal penggarapan sawah sampai pada waktu panen
dan waktu panen mereka berkewajiban memberikan hasil panennya
kepada pengelola irigasi sesuai dengan kesepakatan yaitu seperlima
(prolimo), sedangkan pengelola irigasi mempunyai hak untuk memperoleh
hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan

berkewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.**

c. Pengukuran dan pembagian petak-petak sawah

Pengukuran dan pembagian petak-petak sawah dilakukan pada
waktu menjelang panen, biasanya pihak pengelola irigasi diberitahu oleh
pihak petani bahwa tanamannya sudah siap/layak untuk dipanen.”> Maka

setelah mendapatkan berita bahwa tanaman siap/layak untuk dipanen,

** Ibid., 15 Juli 2009
> Wawancara dengan Bapak Sabari dan Bapak Suraji, 07 Juli 2009
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pihak pengelola irigasi mempersiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk

melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah diantaranya :*°
1) Alat ukur (meteran)
2) Kayu pembatas (pathok)
3) Tali senar (tampar/benang wol/rafia)

Dalam pelaksanaan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah

tersebut dilakukan oleh beberapa orang, yaitu :*’
1) Pihak petani (petani pemilik/penggarap)
2) Pihak pengelola irigasi
3) Saksi-saksi

Setelah selesai melakukan pengukuran dan pembagian petak-petak
sawah, kemudian kedua belah pihak menentukan tempat bagian masing-
masing sesuai dengan kesepakatan pada awal akad proliman, yaitu pihak
pengelola irigasi mendapatkan 1/5 (seperlima) dari pembagian petak-petak

sawah tersebut.?®

d. Pengambilan hasil panen

% Wawancara dengan Bapak Kundari dan Bapak Lasimin, 15 Juli 2009
%7 Wawancara dengan Bapak Sabari dan Bapak Suraji, 07 Juli 2009
¥ Wawancara dengan Bapak Koermaini dan Bapak Juwono, 20 Juli 2009
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Pengambilan hasil panen tanaman dilakukan setelah tanaman
dinyatakan layak panen serta telah selesai dilakukan pengukuran dan
pembagian petak-petak sawah. Pengambilan hasil panen dilakukan secara
individu menurut pembagian yang telah disepakati antara petani dengan

pihak pengelola irigasi.”’

Dalam hal pengambilan hasil panen ini, terkadang petani lebih dulu
mengambil hasil panen yang telah dibagi, namun terkadang pihak
pengelola irigasi yang mengambil terlebih dahulu hasil panen tersebut.
Pengambilan hasil panen dengan cara tersebut sesuai kesepakatan diawal
akad proliman bahwa hasil panen diambil secara individu setelah selesai

dilakukan pengukuran dan pembagian petak-petak sawah™.

Pengambilan hasil panen yang dilakukan oleh pihak pengelola irigasi

dikenal dengan istilah disebet.’’
. Berakhirnya Akad Proliman

Akhir dari pelaksanaan akad pro/iman tidak mengenal istilah hitungan
hari jatuh tempo, namun masyarakat petani Desa Beged mengakhiri akad
proliman dengan cara melihat kondisi dari tanaman yang ditanam, yaitu

dengan melihat kondisi apakah tanaman tersebut sudah layak dipanen atau

¥ Wawancara dengan Bapak Muhadi, 11 Juli 2009
30 Wawancara dengan Bapak Wakiran dan Sareh, Juli 2009
! Wawancara dengan Bapak Koermaini dan Bapak Juwono, 20 Juli 2009
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belum layak ? Apabila dilihat sudah layak panen, kemudian telah selesai
dilakukan pengukuran dan sudah disepakati tempat bagian panen yang mana

untuk masing-masing pihak, maka akad pro/iman dinyatakan telah berakhir.

Waktu berakhirnya akad proliman antara masyarakat petani satu
dengan yang lainnya tidak sama, sebab berakhirnya akad pro/iman tersebut
didasarkan pada waktu panennya masing-masing sawah masyarakat petani.
Sehingga siapa yang tanamannya panen dahulu, maka dia akan berakhir

dahulu pula akad prolimannya, begitu juga sebaliknya.

32 Wawancara dengan Bapak Kundari dan Bapak Lasimin, 15 Juli 2009
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PROLIMAN
DALAM PENGAIRAN SAWAH DI DESA BEGED KECAMATAN

KALITIDU KABUPATEN BOJONEGORO

A. Analisis Proses Terjadinya Akad Proliman

Pelaksanaan ijab qabul dalam akad pro/iman terjadi secara lisan, tidak ada
istilah surat perjanjian tertulis, akad pro/iman hanya berdasarkan saling percaya
antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan secara bersama-sama, dengan
cara pihak pengelola irigasi mengumpulkan masyarakat petani di salah satu
kediaman masyarakat Desa Beged. Kemudian masyarakat yang hadir dalam
pertemuan tersebut melakukan ijab qabul, bagi masyarakat yang tidak hadir,
mereka melakukan ijab qabul secara individu dengan cara mendatangi sendiri ke

tempat pengelola irigasi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan ijab qabul tersebut,

telah sesuai dengan unsur-unsur akad, yaitu :

1. Apabila dilihat dari segi agid atau orang yang berakad, yang menjadi pihak
dalam perjanjian akad proliman adalah pihak petani pemilik tanah sebagai

pihak pertama dan pihak pengelola irigasi sebagai pihak kedua.

69
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2. Apabila dilihat dari segi sigamya atau ijab qabul, maka yang menjadi sigat
dari perjanjian akad proliman ini, hanya berbentuk ucapan yakni dari pihak
petani pemilik yang meminta pengelola irigasi agar mengairi sawahnya dan
pihak pengelola irigasi menerima ucapan tersebut.

3. Apabila dilihat dari segi mahal al-‘agd atau objek akad, maka yang menjadi
objek dalam perjanjian adalah akad pro/iman dalam pengairan sawah.

4. Apabila dilihat dari segi maudu’ al-‘agd atau tujuan akad, maka yang
menjadi maudu’ al-‘agd adalah terkandung harapan saling memperoleh
keuntungan dari perjanjian akad proliman dalam pengairan sawah dan
sekaligus mempunyai manfaat tersendiri baik dari pihak petani ataupun dari
pihak pengelola irigasi.

Berdasarkan pada letak geografis dan keadaan sosial ekonomi masyarakat
Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang mayoritas petani,
baik petani pemilik maupun petani penggarap. Maka sudah sewajarnya jika
masyarakat petani tersebut sangat membutuhkan akan adanya air untuk
memenuhi kebutuhan mereka dalam bercocok tanam, air merupakan kebutuhan
yang sangat vital bagi petani untuk bercocok tanam. Dengan adanya pihak yang
menyediakan irigasi pengairan, kebutuhan masyarakat petani akan air dapat
terwujud dengan cara melakukan kerja sama antara keduanya, kerja sama
dilakukan untuk sama-sama memperoleh keuntungan. Pihak petani dapat

memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dalam bercocok tanam, sehingga
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mereka tidak lagi mengandal air hujan. Sedangkan pihak irigasi memperoleh
keuntungan berupa seperlima dari hasil panen petani. Sehingga pelaksanaan akad
proliman yang terjadi dalam pengairan sawah tersebut merupakan a/-umur al-
hajiyah, yakni hal-hal yang sangat dihajatkan oleh manusia sebagai usaha untuk

menghilangkan kesulitan-kesulitan dan menolak halangan.'

Ketersediaan air pada masyarakat petani dalam bercocok tanam tersebut,
dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang mayoritas
berpenghasilan dari pertanian, sechingga terjadinya akad pro/iman dalam
pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro,
menurut pendapat penulis juga merupakan kebutuhan yang ditempatkan pada
tempat darurat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah yang

berbunyi sebagai berikut :

“Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu

bersifat umum atau khusus”’

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwasanya akad ini dinamakan akad
proliman karena sesuai kesepakatan bahwa pada waktu panen hasil tanaman

tersebut dibagi lima. Pihak petani mendapat 4 (empat) bagian dan pihak irigasi

' Mukhtar Yahya dan Fatkhur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Figh Islam, h. 335
% Ibid., h. 516
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mendapat 1 (satu) bagian. Pembagian tersebut dilakukan ketika lahan sudah siap
panen. Aturan pembagiannya ialah dengan cara mengukur lahan tersebut dan
membaginya menjadi lima bagian. Setelah itu baru ditentukan bagian masing-

masing pihak.

Aturan pembagian seperti diatas selama ini tidak pernah menimbulkan
masalah dan telah menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak
ada mudarat yang diakibatkan dari kesepakatan tersebut. Oleh karena itu penulis
memberikan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil seperti tersebut di atas boleh

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Akad proliman yang terjadi di desa tersebut tidak mengenal adanya jatuh
tempo atau batas waktu, perjanjian tersebut dianggap habis atau berakhir ketika
pembagian masing-masing sudah ditentukan dan mereka menyetujui hasil
pembagian tersebut, walaupun masing-masing dari mereka belum mengambil atau

memanen bagian masing-masing.

. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Proliman

Akad proliman yang terjadi dalam masyarakat Desa Beged Kecamatan
Kalitidu Kabupaten Bojonegoro menurut sebagaian masyarakat dan tokoh agama

setempat adalah sama dengan akad musaqah.
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Namun setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap akad tersebut

dilapangan, penulis menemukan kejanggalan dalam praktek akad proliman

tersebut jika disamakan dengan akad musaqah. Hal tersebut dapat dilihat sebagai

berikut :

1.

Apabila dilihat dari syarat musaqah, yaitu pohon/tanaman yang
dimusagahkan harus diketahui dengan jalan melihat atau
memperkenalkan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan kenyataan
pohon/tanaman. Sedangkan dalm akad pro/iman ini pohon/tanamannya
belum diketahui kejelasannya atau belum ada. Maka akad proliman
tidak sah, jika disamakan dengan akad musaqah, sebab dalam akad

proliman tersebut belum diketahui pohon/tanamannya.

Apabila dilihat dari rukun musaqah, yaitu pekerjaan. Secara garis besar,
pekerjaan  dalam musaqah, yakni menyiram, merawat dan
pohon/tanaman adalah tanggung jawab dari pihak penggarap, pihak
pemilik tanah tidak turut serta dalam pekerjaan tersebut. Sedangkan
dalam akad proliman ini, pekerjaan dilakukan secara bersama-sama
antara pihak petani dan pihak pengelola irigasi sesuai tugas masing-
masing. Maka akad proliman tidak sah, jika disamakan dengan akad

musaqah.
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Karena dalam prakteknya pihak petani pemilik lahan atau petani penggarap
yang melakukan pekerjaan mulai dari awal tanam sampai panen. Sedangkan pihak
pengelola irigasi hanya melakukan pengairan saja. Padahal dalam akad musaqah
dijelaskan bahwa pihak pemilik pohon/lahan dibebaskan dari bekerja dan yang
melakukan pekerjaan adalah pihak penggarap, dalam hal ini pihak pengelola
irigasi yang seharusnya menggarap lahan/sawah petani. Sehingga jika akad
proliman disamakan dengan akad musagah, maka akad proliman tersebut masuk

dalam klasifikasi musagah fasid.

Sedangkan menurut pandangan penulis, akad pro/iman yang terjadi dalam
masyarakat Desa Beged termasuk dalam akad musyarakah. Hal tersebut dapat

dilihat sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari rukun musyarakah, yaitu sigaf ijab dan qabul, kedua

orang yang berakad dan objek akad. Maka akad proliman sah, sebab :

a) Ungkapan pihak petani (ijab) kepada pihak pengelola irigasi sebagai
pihak penerima ungkapan (qabul) dalam akad proliman telah

terbukti ada dan terjadi secara lisan.

b) Orang yang berakad dalam transaksi tersebut, yakni pihak petani
dan pihak pengelola irigasi telah ada dan memenuhi kriteria dari

orang-orang yang boleh melaksanakan suatu perikatan.
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c¢) Objek akad dalam akad proliman, yakni kerjasama bidang pertanian

dalam pemenuhan pengairan di sawah.

2. Apabila dilihat dari syarat musyarakah, yaitu sesuatu yang bertalian

dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang

lainnya. Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :

a)

b)

Berkaitan dengan benda yang diakadkan, harus dapat diterima
sebagai perwakilan. Dalam akad ini, benda/harta yang diakadkan
adalah sawah dari pihak petani dan alat-alat pengairan dari pihak
pengelola irigasi. Maka penyertaan modal dalam akad proliman
tersebut sah, sebab penyertaan modal tersebut dapat diterima

dan tidak pernah terjadi masalah.

Berkaitan dengan keuntungan, yakni pembagian keuntungan
harus jelas dan dapat diketahui dua pihak. Dalam akad ini,
pembagian keuntungan sudah jelas dan dapat diketahui, yaitu
pihak petani mendapatkan bagian 4/5 dari hasil panen dan pihak
pengelola irigasi mendapatkan 1/5 dari hasil panen. Maka
pembagian keuntungan dalam akad tersebut sah, sebab hal
tesebut sudah dapat diketahui dan sesuai dengan kesepakatan

kedua belah pihak.
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Melihat penjelasan diatas, pandangan sebagaian masyarakat dan tokoh
agama setempat yang mengatakan, bahwa akad proliman adalah sama dengan
akad musaqah. Maka pandangan tersebut telah terjawab, yakni akad proliman di
Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro bukan termasuk akad
musaqah, melainkan termasuk akad musyarakah, yaitu musyarakah al-inan, suatu
kerja sama dalam bentuk penyertaan modal kerja/usaha dan tidak disyaratkan
agar para anggota serikat menyetorkan modal yang sama dan demikian juga
halnya dalam masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh.
Dalam akad proliman tersebut, kedua belah pihak sama-sama mempunyai dan
menyertakan modal, masyarakat petani memiliki modal lahan pertanian,
sedangkan pengelola irigasi mempunyai modal berupa peralatan irigasi. Kedua
belah pihak tersebut sama-sama bekerja mengelola lahan pertanian tersebut untuk
memperoleh keuntungan dari hasil panen, dan nantinya pada waktu panen hasil
pertanian tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Yakni lahan pertanian tersebut
dibagi menjadi lima petak, dan pihak irigasi mendapat bagian satu petak

sedangkan pemilik sawah mendapat bagian empat petak.

Akad proliman yang semacam tersebut dalam hukum Islam diperbolehkan
dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan al-Hadis maupun pendapat para

ulama’ fiqih.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut lebih

jauh, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan akad proliman merupakan salah satu bentuk dari kerja sama
yang boleh dilakukan. Tersedianya air pada masyarakat petani dalam
bercocok tanam, dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang
mayoritas berpenghasilan dari pertanian, sehingga terjadinya akad proliman
dalam pengairan sawah di Desa Beged Kecamatan Kalitidu Kabupaten
Bojonegoro merupakan al-umur al-hajiyah dan juga merupakan kebutuhan
yang ditempatkan pada tempat darurat, sebagaimana yang telah dijelaskan

dalam kaidah ushuliyah.

2. Sedangkan analisis hukum Islam terhadap praktek akad proliman adalah
boleh dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis. Akad pro/iman
tersebut tidak termasuk dalam bentuk klasifikasi musagah melainkan masuk

pada musyarakah, yakni musyarakah al-inan.
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B. Saran

1.

Diharapkan kepada pihak-pihak yang biasa melakukan akan proliman
tersebut berusaha belajar dan memahami hukum-hukum terkait masalah
tersebut, agar tidak terjadi kerancauan antara akad musagah dan musyarakah
dalam masyarakat. Karena selama ini, masyarakat setempat masih
menganggap akad proliman tersebut sama dengan akad musagah. Sedangkan

dalam prakteknya akad tersebut lebih condong ke musyarakah.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa lebih fokus pada permasalahan-
permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di pedalaman, karena
terkadang masih banyak permasalahan yang sudah jelas-jelas menyimpang
dari koridor hukum Islam, namun masih dipraktekkan dalam masyarakat
tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk dakwah untuk
memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang terjadi dalam

masyarakat.
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